
Peran aktif dari pemerintah

provinsi (Pemprov) DIY beser-

ta pemerintah kota/ kabupaten

(Pemkot/Pemkab) ditunggu.

Awal bulan September 2021

ini, pihak Pemkot/ Pemkab

perlu bergerak ke lapangan

untuk mendata pelajar yang

belum diberikan vaksin dosis

pertama dan yang sudah

diberikan vaksin dosis perta-

ma.

Selain itu, pihak pemkot/

pemkab dapat bekerja sama

dengan pihak sekolah jenjang

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

untuk mengimbau siswanya

mengikuti vaksinasi pelajar.

Rencana Pemkot Yogyakarta

membuat sentra vaksinasi ba-

gi pelajar di sekolah tertentu

sangat tepat. Harapannya,

Pemkab Sleman, Bantul,

Gunungkidul, dan Kulonprogo

juga dapat membuat sentra

vaksinasi bagi pelajar di

wilayahnya masing-masing.

Syarat kedua, penurunan

level PPKM dari Level 4 ke

Level 3. Penurunan level PP-

KM ini, merujuk Gubernur DIY,

Sri Sultan Hamengku Buwono

X, dapat terwujud jika vaksi-

nasi dijadikan sebagai pro-

gram utama. Melalui per-

cepatan vaksinasi, kita

berharap agar tren penam-

bahan kasus positif Covid-19

dapat mengalami penurunan

secara konsisten. Hal ini tentu

saja melibatkan banyak pihak,

antara lain, pemprov, pemkot/

pemkab, dan masyarakat.

Pihak perguruan tinggi (PT),

telah melaksanakan program

vaksinasi. UGM mengadakan

vaksinasi secara drive thru pa-

da bulan Juli 2021 lalu. UMY

bersinergi dengan TNI - Polda

DIY juga mengadakan vaksi-

nasi dosis pertama bagi ma-

hasiswa. UAD telah me-

laksanakan dua gelombang

vaksinasi bagi dosen dan

tenaga kependidikan. Singkat

kata, PT telah melaksanakan

vaksinasi demi ikhtiar penu-

runan level PPKM di DIY. UII

juga melaksanakan vaksinasi

untuk keluarga dan masyara-

kat sekitar kampus.

Skenario PTM dapat dilak-

sanakan di DIY, terutama di

sekolah/madrasah dan kam-

pus, apabila dua syarat di atas

terpenuhi. Vaksinasi bagi pela-

jar dan penurunan level PP-

KM dapat terwujud jika kita

berperan aktif. Pemprov dan

pemkot/ pemkab aktif menda-

ta dan membuat sentra vaksi-

nasi bagi pelajar. Melalui sen-

tra vaksinasi, pelajar kita men-

dapatkan vaksin dosis perta-

ma dan kedua secara lang-

sung, aman, nyaman, tertib,

dan terlindungi.

Pihak masyarakat aktif

memberikan sosialisasi terkait

pelaksanaan protokol kese-

hatan (prokes). Penggunaan

masker, pembiasaan cuci ta-

ngan, dan penghindaran dari

kerumunan dapat terus di-

sampaikan melalui spanduk,

media sosial, dan media mas-

sa. Kita berharap, penurunan

level PPKM di DIY dapat terja-

di sehingga skenario PTM da-

pat terlaksana dengan baik.

Harapan itu kelak terwujud

apabila kita aktif, bergerak,

dan menaati prokes. Semoga! 

(Penulis adalah Dosen PB-

SI FKIPUAD,  Mahasiswa S-3

Ilmu Pendidikan Bahasa

UNY)-f

Masyarakat DIY sudah belajar dari apa

yang dilakukan Pemerintah yaitu membuat

ekspektasi. Dengan kondisi pandemi yang

penuh ketidakpastian atau uncertainty ini

justru menjadi pembelajaran bagi masyara-

kat. Pemerintah dalam penanganan pande-

mi Covid-19 dinilainya belum memenuhi

sense of crisis dan sinergitas, sehingga

belum optimal sampai saat ini. 

ÒSaya sependapat, membangun ekono-

mi DIY dari UMKM. Tapi kita belum sampai

bicara akselerasi perekonomian. PR-nya

yaitu mempersiapkan masyarakat untuk

membaca kondisi dan kebijakan, Peme-

rintah harus menyiapkan kebijakan yang

proper serta peran serta masyarakat untuk

tetap melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini

supaya tidak kehilangan momentum meng-

gerakkan ekonomi,Ó terang Wakil Dekan

Bidang Penelitian, Pengabdian kepada

Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni FEB

UGM tersebut.

Senada, Wakil Ketua ISEI DIY Rudy Ba-

drudin juga mendukung upaya pemulihan

UMKM di DIY karena UMKM yang sebe-

lumnya merupakan penyelamat dan tahan

krisis moneter, kondisinya terperosok ter-

dampak pandemi saat ini. Artinya jika meli-

hat struktur pendapatan nasional, sektor

konsumsi masyarakat mendominasi adalah

sektor industri pengolahan. Sedangkan kon-

tribusi UMKM terhadap pendapatan nasio-

nal mencapai 61,1 persen dengan kemam-

puan menyerap tenaga kerja 9,2 persen

dan kontribusi untuk produk ekspor 14,7

persen.

ÒDi tengah kondisi pandemi ini, yang bisa

kita gunakan untuk UMKM agar bisa pulih

dan cepat berkembang adalah merespons

apa yang dibutuhkan pasar dengan digital-

isasi produk UMKM. Jadi kuncinya tetap pa-

da pemulihan UMKM tetapi harus meng-

ubah dari aspek produksi hingga pe-

masaran dengan digitalisasi produk,Ó imbuh

Dosen Pascasarjana STIE YKPN ini.

Menurut Tenaga Ahli Parampara Praja

DIYAhmad MaÕruf, kondisi saat ini tidak nor-

mal, maka cara pandang dan analisis juga ti-

dak biasa juga. Sehingga jika berbicara per-

tumbuhan ekonomi di saat kondisi saat ini je-

las tidak relevan. Guna mengobati

perekonomian maka penyebabnya mobili-

tas dibatasi karena penularan virus Korona

yang sangat cepat harus dengan treatment,

yang paling utama vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi Covid-19 harus digalakkan, jika

perlu dipaksakan alias diwajibkan namun

butuh keberanian dari Pemerintah.

ÒPenyelamat kedua adalah perilaku di-

mana kita melakukan pengorbanan tidak

saving dengan konsumsi, semua harus

berkorban termasuk birokrasi alias Peme-

rintah agar tidak terjebak regulasi yang

dibikin. Jadi regulasi penanganan pandemi

juga harus diubah mengikuti perilaku yang ti-

dak normal. Pemerintah harus punya sense

of crisis sehingga regulasi pun akan dise-

suaikan,Ó tuturnya.

Pengurus ISEI DIY Suryadiman sepa-

kat, fenomena UMKM DIY yang masih

bisa berjalan tetapi tertatih-tatih saat ini

memang perlu upaya gotong-royong

bersama menghadapi pandemi. Produk-

produk UMKM bisa diserap masyarakat

sekitar dengan bantuan pemasaran se-

cara online bisa memanfaatkan media

sosial. ÒKita harus bantu bela beli tadi agar

produk UMKM lokal bisa laku. Kita juga

harus terus mendorong UMKM bisa laku

produknya,Ó ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Komersial,

Distribusi, Logistik, Hubungan Internasional,

Promosi dan Investasi Kadin DIY Wawan

Hermawan mengakui, kondisi di DIY

sekarang ini luar bisa berat. Pertama UMKM

dan kedua birokrasi pola pikirnya normatif.

Pihaknya sudah banyak diskusi mengenai

kemampuan bayar angsuran bank atau pin-

jaman pelaku usaha di DIYdi tengah pande-

mi. Secara umum, banyak pelaku usaha

yang mempunyai pinjaman di lembaga ke-

uangan sudah tidak bisa membayar

angsuran sejak akhir Juli hingga Agustus

2021. Posisi mereka sudah direlaksasi, ha-

nya bayar bunga 50 persen saja sudah tidak

mampu. (Ira)-f
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Skenario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Perbaiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sambungan hal 1

Pemilihan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Selamatkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

Di antaranya, memantau perkembangan

kebijakan desa untuk penanganan Covid-

19 dan pembentukan Posko Desa.

Per 3 September 2021, Posko Desa

telah terbentuk 51.498 dari 74.961 desa,

dengan persentase 68,72 persen.

Kemendagri mencatat, terdapat 13 provinsi

yang sudah melaporkan pembentukan

Posko Desa hingga 100 persen, yaitu

Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Bangka Belitung, Jawa Barat, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan

Timur dan Gorontalo.

Dalam perkembangan kebijakan desa

untuk pelaksanaan PPKM di tingkat desa,

disusun tiga regulasi yaitu Perdes,

Perkades dan SK Kepala Desa. Data per 3

September 2021 tercatat 10 persen desa

sudah menetapkan Perdes atau sebanyak

7.497 desa, Perkades sebanyak 6.939

(9,26 persen), dan SK Kepala Desa se-

banyak 19.608 (26,16 persen).

Ditjen Bina Pemerintahan Desa akan

menyiapkan aplikasi guna mempermudah

pelaporan rekap tingkat provinsi/kabupa-

ten/kota dari PPKM berbasis mikro dan

pembentukan Posko Desa. 

Melalui aplikasi tersebut juga dapat di-

lakukan pemutakhiran data, penyimpanan

data pendukung berupa dokumen rekapit-

ulasi dari daerah, regulasi daerah dan de-

sa, serta foto dokumentasi Posko Desa.

(Sim/San)-f

Dalam keputusan keempat disebutkan,

dengan mempertimbangkan situasi dan kon-

disi, kesehatan, keselamatan dan kemasla-

hatan materi muktamar disampaikan dan

dibahas sebelum pelaksanaan tanggal 18-20

November 2022 sebagai rangkaian tak ter-

pisahkan dari kegiatan muktamar. Waktu dan

teknis pelaksanaan akan ditetapkan panitia

pelaksana dan panitia pengarah. 

ÒPelaksanaan Muktamar ke-48 didukung

syiar dan silaturahmi yang sebaik-baiknya.

Teknisnya akan diatur dengan seksama ser-

ta memanfaatkan berbagai media konven-

sional dan nonkonvensional serta sistem

teknologi informasi yang menggambarkan

kemajuan Muhammadiyah,Ó terangnya. 

Kelima, ketentuan tentang pelaksanaan

Tanwir dan Muktamar yang ditetapkan dalam

Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiyah se-

belumnya disesuaikan dengan keputusan

Tanwir 2021. Sedangkan, keputusan

keenam mengamanatkan kepada PP

Muhammadiyah untuk mentanfidzkan dan

memimpin pelaksanaan Keputusan Tanwir

Muhammadiyah dan Aisyiyah tahun 2021 ini

dengan seksama dan sebagaimana

mestinya. 

Dengan adanya keputusan itu, diharapkan

seluruh kegiatan akan terselenggara dengan

baik seraya tetap optimis menghadapi Covid-

19 menuju sukses Muktamar ke-48

Muhammadiyah dan Aisyiyah di Surakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr

Haedar Nashir mengemukakan, situasi dan

kondisi menyebabkan pelaksanaan

Muktamar ke-48 di Surakarta dilakukan se-

cara blended atau menggabungkan antara

forum luring dan daring. Insya Allah kita lak-

sanakan sebagaimana mestinya, tidak akan

ada lagi pemunduran Muktamar, sehingga

inilah Muktamar definitif yang Insya Allah kita

laksanakan bersama,Ó ujarnya saat menutup

Sidang Tanwir.

Haedar berharap keputusan Tanwir ini di-

amankan dan dijalankan bersama dengan

sistem persyarikatan dan semangat keber-

samaan. Sebab, kedua hal itu menjadi keku-

atan ruhaniah warga Muhammadiyah. Di te-

ngah situasi sulit akibat pandemi Covid-19,

Haedar meminta supaya setiap warga me-

naati protokol kesehatan supaya pandemi ini

bisa berakhir dengan baik. Warga Mu-

hammadiyah harus menjadi uswah hasanah

dalam penanggulangan Covid-19.       (Fsy)-f


